
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.142, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pedoman. DAS. 
Terpadu. Pengelolaan. Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  REPUBLIK INDONESIA 

                                          Nomor : P.39/Menhut-II/2009 
TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 
 

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, maka terhadap Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P. 26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai perlu 
dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai Terpadu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 



2009, No.142 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) ), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
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16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2008; 

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai; 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-II/2005 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 64/Menhut-
II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 80);                                              

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
 

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU. 
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Pasal 1 
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

Pasal 2 
(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan Balai Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai dan pihak lain terkait sebagai acuan dalam penyusunan 
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 

(2) Hasil penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dijadikan acuan oleh instansi/dinas terkait dalam pelaksanaan 
pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam serta upaya rehabilitasi hutan 
dan lahan pada DAS/Sub DAS yang bersangkutan agar diperoleh manfaat 
sumberdaya alam yang optimal dan berkesinambungan. 

Pasal 3  
Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P. 26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai Terpadu dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juni 2009  
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
H. M.S. KABAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Juni 2009 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ANDI MATTALATTA 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.  
NOMOR :  P. 39/Menhut-II/2009 
TANGGAL :  12 Juni 2009 

 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN  
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU. 

 
I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di 

dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya 

bencana alam yang dirasakan, seperti bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan 

yang semakin meningkat.  Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 

sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 

bencana alam yang terkait dengan air (water related disaster) tersebut. Kerusakan 

DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari 

pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang 

keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi 

daerah. Pada era otonomi daerah, sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

Upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi DAS sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 

1970-an melalui Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air (PPHTA), melalui Inpres 

Penghijauan dan Reboisasi, kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Nasional 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air 

(GNKPA) dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK).  Tujuan dari 

upaya-upaya tersebut pada dasarnya adalah untuk mewujudkan perbaikan lingkungan 

seperti penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan secara 

terpadu, transparan dan partisipatif, sehingga sumberdaya hutan dan lahan berfungsi 

optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, serta memberikan 

manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat.   

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan perlunya pengelolaan DAS secara terpadu 

yang harus melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang 


